Negara dan Konstitusi
Konsep Konsep Politik dan Strategi

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah pintu gerbang menuju kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan harus diisi dengan melaksanakan pembangunan nasional dalam rangaka mewujudkan cita-cita nasional dan mencapai tujuan nasional. Pembangunan nasional diatur oleh konstitusi sebagai wujud politik dan strategi nasional. Konstitusi yang disusun oleh rakyat melalui wakilnya harus dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa secara murni dan konsekuen.
Konsep Politik

Kata Politik secara etimologi berasal dari bahasa politeia dengan akar kata polis, berarti negara dan teia yang berarti urusan.Dalam Bahasa Indonesia  politik dalam arti politics bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan satu rangkaian asas, prinsip, keadaan,cara alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Politics direlaisasikan dalam policy, keduanya memiliki hubungan yang erat dan timbale balik. Policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, arah sebaik-baiknya.

Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara pelaksanaannya, yang memerlukan kebijaksanaan umum(public politics) yang menyangkut peraturan, pembagian atau alokasi sumber-sumber yang ada. Penentuan kebijaksanaan umum memerlukan kekuasaan dan wewenang yang berperan penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik yang konflik yang muncul dalam proses pencapaian tujuan.Jadi politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distribusi.
1. Negara

Merupakan bentuk masyarakat dan suatu organisasi politik dalam wilayah yang berdaulat dan memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya

2. Kekuasaan

Kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Yang diperhatikan adalah cara memperoleh, mempertahankan dan melaksanakan kekuasaan.
3. Pengambilan Keputusan

Adalah aspek utama politik, dari siapa, untuk siapa, untuk apa keputusan dibuat yang diambil melalui sarana umum dan menyangkut sector public suatu negara.

4. Kebijakan Umum

Kumpulan keputusan yang diambil oleh politisi dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan. Dasarnya, masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama pula sehingga perlu ada rencana yang mengikat, yang dirumuskan dalam kebijakan oleh pihak yang berwenang.
5. Distribusi

Pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (values) yang diinginkan dan penting dalam masyarakat, harus  dengan adil dan mengikat.

Konsep Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani, strategia yang artinya sebagai the art of the general atau seni seorang panglima dalam berperang.
1. Karl Von Clausewith (1780-1831) Jerman, berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan.

2. Hendri Jomini (1779-1869) Swiss, berpendapat bahwa strategi ialah pengetahuan pertempuran untuk kepentingan perang, sedangkan perang merupakan kelanjutan politik.

3. Liddle Heart (1921-1953)Inggris, berpendapat strategiialah seni mendistribusikam dan penggunaan sarana peranguntuk tujuan politik.

Dalam abad modern, istilah startegi digunakan secara lebih luas dan digunakan dalam banyak disiplin ilmu misalnya ekonomi, hubungan internasional , dsb yang berarti cara untuk mendapatkan kemeangan pencapaian tujuan. Jadi stretgi merupakan seni dan ilmu menggunakandan mengembangkan kekuatan(ipoleksosbudhankam) untuk mencapai tujuan

Politik Nasional

Politik Nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilam kebijakan untuk mencapai tujuan nasional yaitu tentang pembinaan (perencanaan, pengembanganpepemliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional. Strategi  nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek , jangka menegah dan jangka panjang

Politik nasional Indonesia tertuang dalam cita-cita bangsa yaitu membentuk negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita-cita nasional tersebut dicapai dengan menggunakanstrategi seperti yang tertuang dalam tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia  dan seluruh tumpah darah Indonesia , memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsadan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dana keadilan social.
Stratifikasi Politik Nasional

1. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak

2. Tingkata Kebijakan Umum

3. Tingkat Penentu Kebijakan Khusus

4. Tingkat Penentu Kebijakan Teknis

Sistem Konstitusi Negara

Pengertian Konstitusi Negara

Konstitudi (constituer) dari Bahasa Prancis yang artinya membentuk, yaitu membentuk, menyusun, menyatakan suatu negara. Istilah undang-undang merupakan terjemahan grondwet dari bahasa Belanda. Pada negara berbahasa Inggris dipakai istilah constitution yang pada prakteknya diartikan sebagai undang-undang dasar, bahkan dapat diartikan sebagai seluruh peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam bahasa Latin, constituer merupakan gabungan duakata, yaitu cum dan statuere. Cum adalah preposisi yang berarti bersama-sama dengan…sedanga statuere berarti berdiri. Jadi constitueri mempunyai arti membuat sesuatu agar berdiri atau berdiri/menetapkan. Jadi, bentuk tunggal dari istilaj konstitusi berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamaknya adalah segala yang ditetapkan
Konstitusi sering dibedakan bahakan disamakan dengan undang-undang dasar. L.J Apelddorn membedakan bahwa konstitusi adalah muatan peraturan tertulis dan tidak tertulis, sedangkan UUD adalah muatan tertulis dari konstitusi. Sri somantri menyamakan arti keduanya sebagai praktik ketatanegaraan di bagian besar dunia, termasuk Indonesia. E.C.S Wade mengartikan UUD sebagai naskah yang memaparkan tugas pokok badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan cara kerjanya. Jika negara dipandang sebagai organisasi kekuasaan, UUD dipandang sebagai kumpulan asa/cara membagi lembaga kenegaraan, anatara adang legislative, eskekutif dan yudikatif, UUD menetapkan cara, pusat-pusat kekuasaan bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain dalam suatu negara.

Menurut C.P Strong, konstitusi adalah suatu kumpulan asas penyelenggaran kekuasaan pemerintah dalam arti luas, hak pemerintah dan hubungan pemerintah yang diperintah. Konstitusi sebagai kerangka negara untuk mengorganisasi dengan dan melalui hukum yang menetapkan :

· Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen

· Fungsi-fungsi dari alat-alat perlengkapan negara

· Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan

Menurut Miriam Budiarjo, setiap UUD memuat ketentuan di bawah ini 

· Organisasi negara meliputi pembagian kekuasaan antara legislative, eksekutif dan yudikatif, antara pemerintah pusat/federal dengan pemerintah daerah/negara bagian; prosedur penyelesaian masalah pelangggaran hukum. Konstitusi dianggap sebagai kesatuan yang menyangkut semua bangunan hukum dan semua organisasi yang ada dalam negara dan terlihat bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan dari suatu negara.
· Ada HAM, karena konstitusi lahir, tidak lepas dari usaha perubahan dari negara yang otoriter kepada negara yang menjamin hak-hak rakyat 

· Ada prosedur perubahan UUD karena kehidupan masyarakat dalam ketatanegaraan berubah mengiringi dinamika kehidupan zaman sehingga dimungkinkan UUD terbuka menerima perubahan zaman.

Dalam negara yang didasarkan atas demokrasi konstitusi, UUD mempunyai fungsi mengatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelengaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Caranya, dengan membagi kekuasaan. Sedangkan di negara komunis, UUD mempunyai fungsi ganda yaitucerminan kemenangan perjuangan ke arah masyarakat komunis menjadi catatan formal dan legal dari perjuangan yang telah dicapai dan sebagai kerangka hukum perubahan masyarakat yang dicita-citakan sehingga konstitusi berkembang kearah terbentuknya masyarakat Komunis.UUD dapat diganti setiap kali jika tahap yang lemih maju sudah dicapai.
Konstitusi sebagai Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Konstitusi berisikan aturan dasar dan ketentuan hukum untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga negara termasuk dasar hubungan kerjasama anatara negara dan masyarakat. Prinsip konstitusi demokrasi merupakan refleksi dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam HAM, yaitu hak dasar, hak kebebasan mengeluarkan pendapat, hak-hak individu, hak keadilan, hak persamaan, hak keterbukaan dan dan sebagainya.
Tujuan Konsitusi

· Memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik

· Melepaskan control kekuasaan dari penguasa sendiri

· Memberikan batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan tugasnya.

Prinsip Konstitusi Demokratis
· Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan

· Adanya jaminan bagi pemegang hak minoritas

· Pembatasan pemerintah dan pemisahan kekuasaan yang meliputi pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politika, control dan keseimbangan lembaga pemerintah, proses hukum, dan adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.

Konstitusi mempunyai posisi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang merupakan supremasi hukum yang mempunyai kedudukan tertinggi, dalam tertib hukum Indonesia. Konstitusi berisi :

· Hasil perjuangan politik bangsa pada waktu lalu

· Tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa

· Pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan

· Target perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa yang hendak dicapai.

